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BAB V 

KESIMPULAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dibahas pada bab-bab 

sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya: 

1. Dasar hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam 

memberikan hak asuh anak, hakim menggunakan dasar hukum untuk 

memutuskan hak asuh anak, dalam pemeliharaan anak akibat 

perceraian sudah diatur dalam pasal dan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan maupun intruksi dari Presiden tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hakim Pengadilan Agama 

Surabaya dalam memutuskan hak asuh anak pada putusan Nomor 

4566/Pdt.G/2021/PA.Sby menggunakan dasar hukum tetapi hakim 

lebih mengacu dengan  berdasarkan fakta-fakta hukum di 

persidangan.  

2. Alasan hakim memberikan hadhnah kepada ayah, hakim menilai 

dengan adanya faktor-faktor yaitu faktor psikologis, faktor 

Pendidikan dan faktor terjaminya tumbuh kembang anak, dalam 

Undang-Undang dalam pasal 8 Nomor 35 tahun  2014 tentang 

perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak 

memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, dan pasal 9 ayat 1 

Nomor 35 tahun 2014, dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap 

anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan 

minat dan bakat. 

3. Putusan Pengadilan Agama Surabaya, No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, 

bahwa hakim menjadikan Maqashid Syariah sebagai pijakan dasar 

serta tolak ukur dalam memberikan hak asuh anak, dimana telah 
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dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz maka akan 

jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut, hak asuh 

anak jatuh kepada ayahnya. Namun hal tersebut dibenarkan karena 

dalam menyelesaikan perkara hadhanah ini tidak mengacu kepada 

hukum formalnya saja, namun juga harus mempertimbangkan 

maslahah untuk anak tersebut yang mengacu kepada pemeliharaan 

terhadap lima hal, yaitu, memelihara agama, jiwa, harta, akal dan 

keturunan, karena anak adalah manusia yang memiliki nilai-nilai 

kemanusiaan. 

5.2 Saran  

    Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa 

saran atau masukan sebagagai sumbangan pemikiran yaitu: 

1. Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua pasti sangat 

mempengaruhi tumbuh kembang anak. Baik dari segi psikis, 

maupun hal yang lainya. Untuk itu anak harus tetap dijaga dengan 

penuh perhatian dan dididik dengan baik sesuai aturan agama dan 

masyarakat yang berlaku agar tidak sampai membahayakannya. 

Selain itu ia juga harus tetap diberikan nafkah dan diselamatkan 

dari segala hal yang dapat merusaknya.  

2. Hakim dalam memutuskan perkara hadhanah atupun perkara 

yang lainnya, harus tetap bijaksana dan adil dalam memberikan 

pertimbangan-pertimbanganya. Hakim juga harus melihat asas 

manfaat, jangan hanya melihat dari hukum normatif yang berlaku, 

karena hal ini tentunya akan sangat berarti bagi pada pihak yang 

berpekara.  
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